BAB |1

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teoritis
1. Pembiayaan Mudharabah
a. Pengertian

Pembiayaan/ penanaman modal dari pemilik dana (shahibul
maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan
usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha
antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah ditentukan
sebelumnya. Sedangkan untuk modal usaha seluruhnya berasal dari
pihak pemilik modal (shahibul maal)*.

Pembiayaan mudharabah merupakan akad pembiayaan antara
bank syariah (shahibul maal) dan nasabah (mudharib) untuk
melaksanakan kegiatan usaha, di mana bank syariah memberikan
modal seluruhnya dan nasabah menjalankan usahanya. Keuntungan
atas pembiayaan mudharabah akan dibagi antara bank syariah dan
nasabah dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati kedua belah
pihak pada saat akad.'®

Dalam pembiayaan mudharabah, terdapat dua pihak yang

melaksanakan perjanjian kerja sama yaitu:

14 Gianni, Nur Gilang. Faktor Pengaruh Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan
Syariah (Bank Umum Syariah) di Indonesia (2013), hal. 98
15 Ismail. Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), hal. 168-169

12
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1) Bank syariah, Bank yang menyediakan dana untuk membiayai
proyek atau usaha yang memerlukan pembiayaan. Bank syariah
menyediakan seluruh modal disebut dengan shahibul maal.

2) Nasabah atau pengusaha, Nasabah yang memerlukan modal dan
menjalankan proyek yang dibiayai oleh bank syariah. Nasabah
pengelola usaha dibiayai 100% oleh bank syariah dalam akad
mudharabah disebut dengan mudharib.®

b. Landasan Hukum Pembiayaan Mudharabah

1) Dasar hukum dari mudharabah adalah bersumber dari AlQuran
Surah Al-Muzammil ayat 20 sebagai berikut:

A b e Opr2s 2NT 8 Ogl i Sy
Artinya: Dan sebagian dari pada mereka orang-orang
yang berjalan di muka bumi mencari sebagian dari karunia
Allah... "

2) Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas
R.A yang mana artinya:

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas
bin Abdul Muthalib, jika memberikan dana kemitra usaha
secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak
dibawa mengarungi  lautan  menjalani  lembah  yang
berbahaya atau membeli ternak. Jika menyalahi aturan
tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana

tersebut, disampaikanlah syarat tersebut kepada Rasulullah,
beliau membolehkannya ™8

18 1bid.

17 Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an, (Gema Risalah Bandung, 2009), hal.
990

18 Imam Mawardi al Bashori-Muhammad bin Habib Al-Hawi Al-Kabir, Mukhatasharu
Shahih Muslim (lhtisar Shahih Muslim, Penerjemah Idrus H. Alkaf), (Surabaya: CV Karya
Utama), hal. 82
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3) Untuk landasan selanjutnya terdapat dalam Q.S Al Humazah ayat

1-4, yang mana dalam surat tersebut dijelaskan mengenai balasan
bagi orang-orang yang lalai dalam mengelola hartanya sehingga
diharapkan dengan diturunkannya surat ini manusia akan lebih
berhati-hati baik dalam hal perkataan maupun perbuatan yang

mana bersangkutan pekerjaan yang kita peroleh.

c - Y,

CodlaT 0u H e cZ Ohesleg Yu o el Ol s 28T
da i ;, e a,
ekl (o QUG VS
Artinya: 1) kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi
tercela 2) yang mengumpulkan harta dan menghitunghitung. 3) dia
mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. 4) sekali-kali
tidak. Sesungguhnya dia benar-benar akan di lemparkan ke dalam
Hutamah. ”(Q.S Al Humazah 1-4)%°
Dari ayat tersebut dapat kita ambil pelajaran bahwa yang namanya
harta itu tidak akan pernah kekal, karena sebesar apapun usaha kita
di dunia, entah itu bekerja menjadi guru, buruh tani, pengusaha,
bos besar, memiliki pabrik, memiliki bank, yang namanya harta itu
adalah suatu titipan yang Allah titipkan kepada hambanya untuk di
jaga dengan baik dan di gunakan dengan benar, di jalan yang
benar. Dalam surat tersebut jelas maksudnya bahwa harta itu

adalah titipan Allah dan suatu saat pasti akan kembali kepada

Allah.

1101

1% yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an, Gema Risalah Bandung, 2009, hal.
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c. Rukun dan Syarat Mudharabah

Dalam syariat Islam, akad mudharabah atau giradh menjadi
sah, maka harus memenuhi rukun dan syarat mudharabah. Menurut
mahzad Hanafi, apabila rukun sudah menjadi tidk lengkap sehingga
akad tersebut menjadi fasid (rusak).?

Sedangkan rukun dalam mudharabah berdasarkan Jumhur
Ulama ada 3, yaitu: ada dua orang yang melakukan akad (al-agidani),
modal (ma’qud’alaih), dah sighat (ijab dan gabul). Ulama Syafi’iyah
lebih merinci lagi menjadi enam rukun antara lain:

1) Pemilik modal (shahibul maal)

2) Pelaksana usaha (mudharib/pengusaha)

3) Akad dari kedua belah pihak (ijab dan gabul)
4) Objek mudharabah (pokok atau modal)

5) Usaha (pengusaha pengelolaan modal)

6) Nisbah keuntungan

Sedangkan menurut ulama Hanafiyah berpendapat bahwa yang
menjadi rukun akad mudharabah adalah ijab dan gabul saja,
sedangkan sisa rukun-rukun yang disebutkan Jamhur Ulama itu,
sebagai syarat akad mudharabah.

Adapun syarat-syarat mudharabah berhubungan dengan pelaku
mudharabah (al-agidani), modal dan akad. Bagi pemilik modal dan

pengusaha harus cakap bertindak hukum dan cakap untuk menjadi

20 Naf'an, Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah, (Yogyakarta: Graha llmu, 2012)
hal.117
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wakil. Syarat dalam hal modal adalah harus berbentuk uang, dan jelas

jumlahnya. Juga disyaratkan harus ada, tunai, bukan dalam bentuk

utang, dan harus diberikan kepada mudharib. Oleh karena itu jika
modal itu berbentuk barang, menurut Ulama Figih tidak dibolehkan,
karena sulit untuk menetukan keuntunagannya.

Syarat-syarat mudharabah, sesuai dengan rukun yang
dikemukaan jumhur ulama diatas adalah?:

1) Yang terkait orang yang melakukan akad, harus orang yang
mengerti hukum dan cakap diangkat sebagai wakil, karena pada
satu sisi posisi orang yang akan mengelola modal adalah wakil dari
pemilik modal. Itulah sebabnya, syarat-syarat seorang wakil juga
berlaku bagi pengelola modal dalam melakukan akad mudharabah.

2) Yang terkait dengan modal, disyaratkan antara lain berbentuk
uang, jelas jumlahnya, tunai, diserahkan sepenuhnya kepada
pedagang/pengelola modal. Oleh Kkarena itu, jika modal
ituberbentuk barang, menurut ulama figh tidak dibolehkan, karena
sulit untuk menetukan keuntungannya.

3) Yang terkait dengan keuntungan, disyaratkan bahwa pembagian
keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing diambilkan dari
keuntungan dagang itu, seperti setangah, sepertiga, atau
seperempat. Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, menurut

ulama Hanafiyah, akad itu fasid (rusak).

21 Hendi Suhendi, Figh Muamalah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002) hal. 138
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d. Prinsip Mudharabah
Prinsip-prinsip yang harus dijalankan dalam pembiayaan
mudharabah adalah sebagai berikut: 22
1) Prinsip berbagi keuntungan diantara pihak-pihak yang melakukan
akad mudharabah.
Laba bersih yang telah diperoleh harus dibagi antara pemilik dana
dan pengelola dana secara adil sesuai dengan porsi yang
sebelumnya telah disepakati oleh kedua belah pihak. Pembagian
laba ini harus dilakukan setelah adanya pengurangan biaya-biaya
dan juga modal dari pemilik dana telah dikembalikan secara utuh.
2) Prinsip bagi kerugian diantara masing-masing pihak yang berakad.
Dalam mudharabah, asas keseimbangan dan keadilan terletak pada
pembagian kerugian apabila usaha yang dijalankan pengelola dana
mengalami kerugian. Kerugian tersebut dapat ditanggung oleh
pemilik dana, akan tetapi apabila terbukti ada kelalaian yang
dilakukan oleh pengelola dana, maka pengelola dana yang akan
menanggung kerugian tersebut.
3) Prinsip kejelasan.
Sebelum melakukan kontrak mudharabah ini, antara pemilik dana
dan pengelola dana harus jelas dalam menyatakan modal yang

disertakan, syarat-syarat, porsi bagi hasil yang akan diterima oleh

22 Neneng Nurhasanah. Mudharabah dalam Teori dan Praktik (Bandung: PT Refika
Aditama, 2015) hal. 46
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masing-masing pihak dan juga jangka waktu berlakunya akad
tersebut.

4) Prinsip kepercayaan dan amanah.
Unsur terpenting dalam melaksanakan akad mudharabah ini adalah
saling percaya. Pemilik dana mempercayakan dananya untuk
dikelola oleh pengelola dana (mudharib). Pemilik dana bisa saja
membatalkan kontrak perjanjian akad mudharabah tersebut apabila
sudah tidak ada rasa saling percaya.

5) Prinsip kehati-hatian.
Prinsip  kehati-hatian  menjadi  kunci  keberhasilan  dari
berlangsungnya akad mudharabah. Apabila prinsip kehati-hatian
ini tidak dimiliki oleh masing-masing pihak, maka yang terjadi
akan menimbulkan kerugian finansial, waktu, dan juga tenaga.

e. Jenis-Jenis Mudharabah

Secara umum, mudharabah terbagi menjadi dua jenis yaitu:%

1) Mudharabh Muthlagah
Yang dimaksud dengan transaksi mudharabah muthlagah
(investasi tidak terkait) adalah bentuk kerjasama antara shahibul
maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi
oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.
Muthlagah merupakan akad mudharabah yang digunakan untuk

kegiatan usaha yang cakupannya tidak dibatasi oleh spesifikasi

23 Muhammad Yazid. Figh Muamalah (Yogyakarta: Logung Printika, 2009) hal. 96



2)

19

jenis usaha, waktu dan daerah bisnis sesuai dengan permintaan
pemilik dana (shahibul maal). Pembiayaan mudharabah muthlagah
juga disebut dengan investasi pemilik dana kepada bank syari’ah.
Bank syari’ah tidak mempunyai kewajiban untuk mengganti rugi
atas pengelolaan dana yang bukan disebabkan kelalaian atau
kesalahan bank sebagai Mudharib. Sebaliknya, apabila kesalahan
atau kelalaian dalam mengelola dana investor (Shahibul Maal)
dilakukan secara sengaja, maka bank syari’ah wajib mengganti
semua dana Investasi Mudharabah Mutlagah. Penerapan
mundharabah muthlagah dapat berupa tabungan dan deposito
sehingga terdapat dua jenis himpunan dana yaitu mundharabah dan
deposito mundharabah. Berdasarkan prinsip ini tidak ada
pembatasan dalam menggunakan dana yang dihimpun.
Mudharabah Mugayyadah
Mudharabah Mugayyadah adalah kebalikan dari mudharabah
muthlagah. Si mudharib dibatasi dengan jenis usaha, waktu, atau
tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan
kecenderungan umum si shahibul maal dalam memasuki jenis
dunia usaha.
Akad mudharabah mugayyadah ada dua macam, yaitu:
a) Mudharabah Mugayyadah On Balance Sheet, yaitu akad kerja
sama usaha yang mana mudharib ikut menanggung resiko atas

kerugian dana yang diinvestasikan oleh Shahibul Maal. Dalam
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akad ini, Shahibul Maal juga memberi batasan secara umum
misalnya, batasan tentang jenis usaha, jangka waktu
pembiayaan, dan sektor usahanya. Karakteristik jenis simpanan
ini; Pertama, pemilik dana harus wajib menetapkan syarat atau
membuat akad yang wajib di penuhi oleh Mudharib. Kedua,
bank wajib memberitahu pemilik dana mengenai nisbah dan
tata cara bagi hasil serta pembagian secara risiko yang
dicantumkan dalam akad. Ketiga, sebagai tanda bukti
simpanan, bank menerbitkan bukti simpanan khusus yang
memisahkan dana dari rekening lainnya. Keempat, untuk
Deposito Mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau
tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deposan.

Mudharabah Mugayyadah Of Balance Sheet, yaitu jenis
mudharabah yang merupakan penyaluran dana mudharabah
langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak
sebagai perantara yang mempertemukan antara pemilik dana
dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan
syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh bank dalam
mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksanaan
usahanya. Karakteristik jenis penyimpanan ini diantaranya
Pertama, sebagai tanda bukti simpanan, bank menerbitkan
bukti simpanan khusus yang memisahkan dana dari rekening

lainnya. Simpanan khusus dicatat pada pos tersendiri dalam
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rekening administratif. Kedua, dana simpanan khusus harus
disalurkan langsung kapada pihak yang diamanatkan oleh
pemilik dana. Ketiga, bank menerima komisi atas jasanya
mempertemukan kedua belah pihak. Sedangkan antara pemilik
dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil.
f. Prosedur Pada Pembiayaan Mudharabah
Pembiayaan mudharabah  memiliki  beberapa analisis,
diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Bank dan nasabah sepakat melakukan transaksi dengan akad
mudharabah

2) Bank sebagai investor atau pemilik dana (shahibul maal)
menanamkan dana kepada nasabah yang bertindak sebagai
pengelola dana (mudharib) dalam suatu kegiatan usaha/proyek.

3) Bank menanamkan dana sebesar 100 persen dari total kegiatan
usaha/proyek.

4) Pembagian hasil usaha dinyatakan dalam nisbah atau proposal bagi
hasil yang telah disepakati sebelumnya.

5) Jumlah pembiayaan, jangka waktu pembiayaan, pengembalian
dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berasarkan
kesepakatan bersama.

6) Kerugian usaha nasabah ditanggung oleh lembaga keungan,

maksimal sebesar pembiayaan yang diberikan.?*

24 |katan Bankir Indonesia, 2014, Memahami Bisnis Bank Syariah, hal. 215
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g. Lama Kontrak Pembiayaan

Kontrak pembiayaan adalah perjanjian antara dua pihak yang
terikat oleh kesepakatan mengenai waktu kontrak atau akad
pembiayaan. Terdapat dua perbedaan mazhab mengenai penetapan
jangka waktu pembiayaan mudharabah. Untuk mazhab Maliki dan
Syafi’i mengeluarkan pendapat bahwa akad mudharabah tidak boleh
memberikan syarat berupa penetapan janga waktu tertentu dalam
proses kerjasama, sedangkan untuk mazhab Hanafi dan Hambali
mengizinkan adanya klausul mengenai jangka waktu akad pembiayaan
berlangsung. 2°

Pernyataan dari mazhab Maliki dan Syafi’i didasarkan pada
alasan bahwa pembatasan waktu dapat membuat peluang baik lepas
dari tangan mudharib atau juga bisa mengacaukan rencana-rencana
mudharib dan hal ini dapat berakibat pada hilangnya keuntungan.
Pernyataan dari mazhab Hanafi dan Hambali yang memboleh
pemberian jangka waktu pembiayaan didasarkan pada implikasi
pembagian hak dan kewajiban kedua belah pihak yang berakad.

h. Jaminan Dan Resiko Pada Pembiayaan Mudharabah

Jaminan merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh
seseorang untuk mendapatkan pembiayaan. Oleh karena itu, jaminan
merupakan atribut pembiayaan yang perlu dipertim-bangkan dalam

akad pembiayaan mudharabah. Jaminan dimaksud-kan hanyalah untuk

25 Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta, Prenadamedia Grup, 2011), hal. 113
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mengikat antara shahibul maal dan mudharib dengan upaya
menciptakan kesungguhan nasabah yang mendapatkan pembiayaan.

Dengan adanya jaminan, pemilik dana mudharabah dapat
memperoleh modal dan keuntungannya kembali secara tepat waktu.
akan tetapi jaminan juga tidak selalu menjadi sumber perolehan dana
kembali, akan tetapi sebagai upaya untuk meyakinkan mudharib dari
pemberian dana tersebut terkait batasan waktu habis kontrak agar
tercipta keseriusan dalam mengelola dana, akan tetapi selalu ada risiko
yang terjadi baik kecil maupun besar.

Resiko dalam berbisnis sering terjadi, sehingga antara pihak
yang berakad diharuskan memiliki cara agar risiko bisnis yang
kemungkinan terjadi menjadi minim. Risiko bisnis minimal adalah
penyimpangan hasil aktual bisnis yang terjadi tidak jauh dari hasil
perkiraan. Aspek risiko bisnis minimal yang dinilai penting dalam
proyek pembiayaan mudharabah, diharapkan dapat memberikan return
yang tinggi bagi bisnis yang dijalankan.?

2. Faktor Pembiayaan Mudharabah
Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi  penyaluran
pembiayaanmudharabah berbasis bagi hasil. Dalam penelitian ini hanya
dibatasi pada 3 (tiga) jenis faktor yang dapat mempengaruhi penyaluran
pembiayaan mudharabah berbasis bagi hasil. Kelima faktor tersebut antara

lain Dana Pihak Ketiga (DPK). Financing to Deposit Ratio (FDR) dan

% Muhammad, 2008, Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah, (Jakarta:
PT. Raja Grafindo Persada), hal. 104
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pendapatan bagi hasil pembiayaan mudharabah.
a. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana pihak ketiga biasanya dikenal dengan dana masyarakat,
merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari
masyarakat dalam arti luas, meliputi masyarakat individu, maupun
badan usaha.?” Dana yang berasal dari masyarakat yang disimpan oleh
masyarakat dalam bentukgiro, tabungan, dan deposito.?

b. Financing to Deposit Ratio (FDR)

FDR adalah rasio yang mengukur kemampuan bank syariah
dalam kemampuan menjalankan fungsi intermediasi secara baik, dapat
digunakan rasio FDR sebagai indikatornya. Semakin tinggi rasio FDR
maka bank tersebut semakin baik dalam menjalankan fungsi
intermediasinya. Sebagian praktisi perbankan menyepakati bahwa
batas aman dari FDR suatu bank adalah sekitar 80%. Namun batas
toleransi berkisar antara 85%-100%.%°

c. Pendapatan bagi hasil pembiayaan mudharabah

Pendapatan bagi hasil pembiayaan mudharabah merupakan
pendapatan atau hasil yang diperoleh dari akad mudharabah sebelum
dikurangi biaya-biaya. Pembiayaan mudharabah adalah akad
kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik

dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola

27 Ismail. Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), hal. 43.

28 Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahmi. Akuntansi Perbankan Syariah
Teori dan Praktik Kontenporer. (Jakarta: Selemba Empat. 2009).

2% Muhammad. Manajemen Bank Syariah (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2015) hal. 55
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dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di
antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian ditanggung
pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola.
Pendapatan bagi hasil pembiayaan mudharabah dapat dilihat dari
refrensi marjin keuntungan : perkiraan keuntungan.
3. Dana Pihak Ketiga (DPK)
a. Pengertian

Dana pihak ketiga biasanya dikenal dengan dana masyarakat,
merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari
masyarakat dalam arti luas, meliputi masyarakat individu, maupun
badan usaha.*® Dana yang berasal dari masyarakat yang disimpan oleh
masyarakat dalam bentukgiro, tabungan, dan deposito.®!

Menurut Kasmir pengertian dana pihak ketiga adalah: “Sumber
dana merupakan hal terpenting bagi bank untuk dapat meningkatkan
jumlah kredit atau pembiayaan yang akan dilempar ke masyarakat.
Dalam memberikan kredit atau pembiayaan, sektor perbankan
memerlukan ketersediaan sumber dana. Semakin banyak dana yang
dimiliki oleh bank, maka akan semakin besar peluang bank untuk

menjalankan fungsinya. Dana-dana yang dimaksud meliputi dana yang

30 Ismail. Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), hal. 43.
31 Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahmi. Akuntansi Perbankan Syariah
Teori dan Praktik Kontenporer. (Jakarta: Selemba Empat. 2009).
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bersumber dari bank itu sendiri, dana yang bersumber dari lembaga
lainnya, dan dana yang bersumber dari masyarakat”.3?

Pengertian lain dari dana pihak ketiga adalah dana simpanan
yang meliputi seluruh dana pihak ketiga dalam rupiah maupun valuta
asing pada seluruh kantor bank yang bersangkutan di Indonesia.
Simpanan dana ini diperoleh dari dana yang dipercayakan oleh
nasabah kepada bank syariah berdasarkan akad wadiah atau lainnya
yang dipersamakan dengan itu. DPK dapat dihimpun dalam bentuk
giro, tabungan, dan deposito.®® Dana Pihak Ketiga (DPK) sebenarnya
sama dengan bank meminjam uang pada publik atau masyarakat.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa dana pihak
ketiga yang ada di bank syariah merupakan dana yang telah dititipkan
oleh masyarakat kepada pihak bank dalam bentuk tabungan, deposito
dan giro yang selanjutnya bisa digunakan untuk operasional bank
syariah dalam bentuk penyauran pembiayaan kepada masyarakat.
Semakin besar porsi dana yang disimpan masyarakat pada bank maka
semakin besar pula keuntungan yang diperoleh bank dan juga semakin
meningkatnya porsi pembiayaan yang dapat disalurkan oleh bank
syariah, karena dana ini sangat diandalkan oleh bank syariah.

Keberhasilan bank dalam mengelola sumber dan penggunaan

dana sangat menentukan dalam keberhasilan bisnis bank, mengingat

32 Kasmir. Dasar-dasar Perbankan Edisi Revisi 2014. Cetakan ke 12. (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2014)

33 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2012), hal. 53.
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sebagian bisnis bank sangat ditentukan keberhasilannya dalam
menghimpun dana dan dalam penggunaannya tersebut disalurkan ke
sektor yang produktif dengan risiko terendah dan menghasilkan
pendapatan terbesar. Pencarian dana dari sumber ini relatif paling
mudah jika dibandingkan dengan sumber lainnya. Akan tetapi,
pencarian sumber dana dari sumber ini relatif lebih mahal jika
dibanding dari dana sendiri.>*
b. Bentuk — bentuk Dana Pihak Ketiga (DPK)
Dalam bank syariah sumber dana dari masyarakat luas dapat
dilakukan dalam bentuk:
1) Giro Wadi’ah
Giro Wadi’ah menggunakan prinsip wadi’ah, yaitu penitipan
dalam bentuk rekening giro antara pihak bank yang mempunyai
uang dengan pihak yang diberi kepercayaan, dengan tujuan
menjaga keselamatan, keamanan dan keutuhan uang tersebut. Giro
ini merupakan giro yang dijalankan berdasakan akad wadi ah,
yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya
menghendaki.®
Sesuai dengan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa: “Giro
adalah simpanan berdasarkan akad wadi’ah atau akad lain yang

tidak bertentangan dengan prinsip Syari’ah yang penarikannya

3 Muhamad, Manajemen Dana Bank Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 114.
3% Adiwarman Karim, Bank Islam: Analisis Figih dan Keuangan Edisi 3, (Jakarta: Rajawali
Pers, 2009), hal. 292.
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dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro,
sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara
pemindahbukuan”

Aplikasinya dalam bank syariah seperti: (1) nasabah
(mustawdi’) menabung dalam bentuk uang cek, (2) bank
(mustwda’) sebagai yang dimintai untuk dititipi, (3) kemudian
nasabah boleh mengambil dananya sesuai permintaan, (4) disini
bank dapat mempergunakan dana nasabah untuk pembiayaan, (5)
setelah itu bank akan memberikan imbalan sesuai dengan
kebijakan bank, (6) yang terakhir akad berakhir, nasabah yang
berinisiatif, dengan cara pengajuan tutup rekening.®’

2) Tabungan Wadi’ah

Tabungan merupakan simpanan dari nasabah yang
memerlukan jasa penitipan dana dengan tingkat keleluasaan
tertentu untuk menariknnya kembali. Bank memperoleh izin dari
nasabah untuk menggunakan dana tersebut selama mengendap di
bank. Nasabah dapat menarik sebagian atau seluruh saldo
simpanannya sewaktuwaktu atau sesuai dengan perjanjian yang
disepakati.® Tabungan wadi’ah adalah tabungan yang dijalankan

berdasarkan akad wadi’ah yakni titipan murni yang harus dijaga

dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya,

% Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perbankan Syariah, (Jakarta : Sinar Grafika
Offset, 2007), hal. 19.

37 Ahmad Dahlan, Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik (Yogyakarta : Teras, 2012), hal.
140.

3% Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah (Yogyakarta : Ekonisia, 2005), hal. 55.
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dalam hal ini bank syariah menggunakan akad wadiah yad al-
dhamamah. Artinya semua keuntungan dari pemanfaatan dana
tersebut adalah milik bank, dan bank dapat memberikan imbalan
keuntungan yang berasal dari sebagian dari sebagian keuntungan
bank.

Sesuai dengan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa:
“Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadi’ah atau
investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang
tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya
hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang
disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro,
dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu”.3°

Adapun praktik produk tabungan dengan akad wadi’ah dapat
dirinci sebagai berikut: (1) Rekening dapat dimiliki oleh
perorangan, bersama (dua orang atau lebih), organisasi yang tidak
berbadan hukum, perwalian, serta rekening jaminan, (2) Jumlah
setoran awal dan saldo minimal per-bulan disesuaikan dengan
kebijakan bank, (3) Terdapat Bank Umum Syariah yang
mewajibkan setoran awal minimal Rp. 500.000,-, saldo minimal
Rp. 50.000,- dan menetapkan administrasi terhadap penggunaan

ATM (Automatic teller machine) sebesar Rp. 5.000,- sd Rp.

39 Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perbankan Syariah (Jakarta : Sinar Grafika
Offset, 2007), hal. 21.
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10.000,- setiap bulan, (3) Dana tabungan dapat diambil sesuai
dengan permintaan nasabah (on call) tanpa batasan waktu, dan
setiap transaksi tercatat dalam buku tabungan, (4) Nasabah
mendapatkan imbalan dari pihak bank, sebagai konsekuensi
dananya diperdayakan oleh bank.*
3) Tabungan Mudharabah

Tabungan mudharabah menggunakan prinsip mudharabah,
yaitu berupa akad/perjanjian dalam bentuk tabungan antara pihak
penyimpan dana dengan bank untuk memperoleh pendapatan atau
keuntungan. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi
berdasarkan nisbah yang telah disepakati bersama. Salah satu
syarat mudharabah adalah bahwa dana harus dalam bentuk uang
(monetary form), dalam jumlah tertentu dan diserahkan kepada
mudharib. Oleh karena itu tabungan mudharabah tidak dapat
ditarik sewaktu-wakru sebagaimana tabungan wadi’ah. Dengan
demikian tabungan mudharabah biasanya tidak diberikan fasilitas
ATM, karena penabung tidak dapat menarik dananya dengan
leluasa.**

Aplikasi dalam bank: (1) Nasabah mengajukan negosiasi
suatu pelayanan tentang tujuan beribadah dengan media menabung
di bank. Dalam negosiasi akan dicari jenis tabungan (saving) untuk

tujuan apa, dan target waktu yang disesuaikan dengan kemampuan

40 Ahmad Dahlan, Bank Syariah Teoritik..., hal. 138
41 Muhammad, Manajemen Bank... , hal. 268.
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nasabah, (2) Setelah negosiasi terselesaikan, nasabah menyetorkan
dana tabungan dengan akad mudharabah. Nasabah sebagi shahibul
maal, dan bank sebagai mudharib, (3) Karena akad mudharabah,
maka bank boleh memperdayakan dana nasabah. Garis pembiayaan
pada mudharabah tidak terputus, menandakan praktik ini dana
tabungan wajib diniagakan oleh mudharib (bank) untuk
mendapatkan keuntungan, (4) Bank akan memberikan bagi hasil
kepada nasabah sesuai kesepakatan. Biasanya nasabah yang
mengikuti kebijakan bank, (5) Nasabah tidak dapat mengambil
dananya sesuai permintaan. Nasabah hanya dapat mengambil
dananya pada saat tujuan/target tabungan terselesaikan, kecuali ada
hal lain yang secara hukum dapat diambil, (6) Akad akan berakhir
sesuai dengan waktu tujuan tabungan terpenuhi sebagaimana pada
negosiasi.*?
4) Deposito Mudharabah

Deposito mudharabah menggunakan prinsip mudharabah,
yaitu berupa akad/pinjaman dalam bentuk deposito antara
penyimpan dana dengan pihak bank untuk memperoleh pendapatan
atau keuntungan. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi
berdasarkan nisbah yang telah disepakati bersama. Sesuai dengan
Pasal 1 angka 22 UndangUndang Nomor 21 Tahun 2008 tentang

Perbankan Syariah menjelaskan bahwa: “Deposito adalah investasi

42 Ahmad Dahlan, Bank Syariah Teoritik..., hal. 148.
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dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak
bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya
dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara
nasabah penyimpan dan bank syariah dan/atau Unit Usaha
Syariah”.43

Dalam bank syariah, deposito digunakan dengan akad
mudharabah mutlagah dan mudharabah mugayyadah. Dalam
deposito mudharabah mutlagah, pemilik dana tidak memberikan
batasan atau persyaratan tertentu kepada Bank Syariah dalam
mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara
maupun objek investasinya. Disini Bank Syariah mempunyai hak
dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana deposito
ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh
keuntungan.

Berbeda halnya dengan deposito mudharabah mutlagah,
dalam deposito mudharabah mugayyadah, pemilik dana
memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada Bank Syariah
dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat,
cara maupun objek investasinya. Disini Bank Syariah tidak
mempunyai  hak  dan  kebebasan  sepenuhnya  dalam

menginvestasikan dana deposito ini ke berbagai sektor bisnis yang

43 Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perbankan Syariah (Jakarta : Sinar Grafika
Offset, 2007), hal. 25.
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diperkirakan akan memperoleh keuntungan.*

Aplikasinya dalam bank syariah seperti: (1) Nasabah
mengajukan negosiasi suatu pelayanan “investasi” dalam bentuk
deposito di bank, (2) Setelah negosiasi terselesaikan, nasabah
menyetorkan dana tabungan dengan akad mudharabah, (3) Karena
deposito akadnya mudharabah, maka bank boleh memberdayakan
uang nasabah, (3) Bank akan memberikan imbalan bagi hasil
sesuai dengan kesepakatan nasabah dan bank. Biasanya, nasabah
yang mengikuti kebijakan bank, (4) Nasabah tidak dapat
mengambil dananya sesuai permintaan. Nasabah hanya dapat
mengambil dananya pada waktu yang telah ditentukan pada saat
negosiasi awal, (5) Akad akan berakhir sesuai dengan waktu
perjanjian sebagaimana pada negosiasi.*®

c. Hubungan DPK dengan Pembiayaan Mudharabah
Dana pihak ketiga (DPK) adalah dana yang terkumpul dari
nasabah, yang selanjutnya akan diputar oleh perbankan syariah untuk
digunakan salah satunya untuk memberikan pembiayaan. Hal ini
dilakukan agar uang yang ada di bank tidak menganggur (idle fund)
atau tidak menumpuk. Sehingga dengan adanya perputaran uang
tersebut bank akan mendapatkan keuntungan dan begitu pula dengan

para nasabah nya.

44 Adiwarman Karim, Bank Islam... , hal. 307.
4 Ahmad Dahlan, Bank Syariah Teoritik..., hal. 153
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Dengan demikian, hubungan antara dana pihak ketiga ini
mempunyai Kketerkaitan yang positif dengan pembiayaan bagi hasil.
Jika terjadi fluktuasi di dalam dana pihak ketiga ini, secara tidak
langsung akan berdampak dengan pemberian pembiayaan bagi hasil
yang dilakukan oleh perbnakan syariah. Pembiayaan adalah salah satu
aktiva produktif yang merupakan lawan daripada Dana Pihak Ketiga
(DPK). Karenanya permintaan dan penawaran terhadap pembiayaan
tentunya juga haruslah mempertimbangkan faktor likuiditas dalam
penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) karena dengan semakin
meningkat Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dikumpulkan bank syariah
maka kemungkinan semakin meningkat pula pembiayaan atau
penyaluran dana yang diberikan bank syariah kepada masyarakat.
Sehingga hubungan Dana Pihak Ketiga Terhadap pembiayaan
mudharabah adalah signifikan positif. Jadi jika jumlah Dana Pihak
Ketiga (DPK) meningkat maka pembiayaan mudharabah ynag
diberikan oleh bank syariah juga meningkat.*

4. Financing to Deposit Ratio (FDR)
a. Pengertian

FDR adalah rasio yang mengukur kemampuan bank syariah
dalam kemampuan menjalankan fungsi intermediasi secara baik, dapat
digunakan rasio FDR sebagai indikatornya. Semakin tinggi rasio FDR

maka bank tersebut semakin baik dalam menjalankan fungsi

46 Arnan, Sendi Gusnandar. Kurniawasih, Imas. ”Pengaruh Jumlah Dana Pihak Ketiga Dan
Tingkat Non Performing Financing Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum
Syariah di Indonesia”, Proceedings SNEB, Bandung, 2014.



35

intermediasinya. Sebagian praktisi perbankan menyepakati bahwa
batas aman dari FDR suatu bank adalah sekitar 80%. Namun batas
toleransi berkisar antara 85%-100%.*’

Menurut Setiawan FDR adalah rasio yang menggambarkan
tingkat kemampuan bank syariah dalam mengembalikan dana kepada
pihak ketiga melalui keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan
mudharabah.*®

b. Hakikat Financing to Deposit Ratio (FDR)

Loan to Deposit Ratio (LDR) menyatakan seberapa jauh
kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang
dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan
sebagai sumber likuiditasnya. Jika bank dapat menyalurkan seluruh
dana yang dihimpun memang akan menguntungkan, namun hal ini
terkait risiko apabila sewaktu-waktu pemilik dana menarik dananya
atau pemakai dana tidak mengembalikan dana yang dipinjamnya.*®

Dalam perbankan syariah, Loan to Deposit Ratio dikenal
dengan Financing to Deposit Ratio. Financing to Deposit Ratio adalah
perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan
dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank. Rasio ini
dipergunakan untuk mengukur sejauh mana dana pinjaman bersumber

dari dana pihak ketiga. Bank Indonesia menetapkan besarnya

47 Muhammad. Manajemen Bank Syariah (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2015) hal. 55

48 Setiawan. Aspek Hukum Pembiayaan Mudharabah pada  Perbankan
Syariah. (Yogyakarta: UII Press, 2012).

49 Dendawijaya, Manajemen Perbankan..., hal. 74-79.
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Financing to Deposit Ratio adalah antara 74-94%. Yang berarti bank
boleh memberikan kredit atau pembiayaan melebihi jumlah dana pihak
ketiga yang dihimpun asalkan tidak melebihi 94%.%°

Semakin besar penyaluran dana dalam bentuk kredit
dibandingkan dengan deposit atau simpanan masyarakat pada suatu
bank membawa konsekuensi semakin besarnya risiko yang ditanggung
oleh bank yang bersangkutan. Apabila kredit/pembiayaan yang
disalurkan mengalami kegagalan atau bermasalah bank akan
mengalami kesulitan untuk mengembalikan dana yang dititipkan oleh
masyarakat.>!

Tinggi rendahnya rasio ini menunjukkan tingkat likuiditas bank
tersebut. Sehingga semakin tinggi FDR suatu bank, berarti
digambarkan sebagai bank yang kurang likuid dibanding dengan bank
yang mempunyai angka rasio lebih kecil.®> FDR vyang tinggi
menunjukkan bahwa suatu bank meminjamkan seluruh dananya atau
menjadi tidak likuid. Rasio yang tinggi menunjukkan bahwa bank
meminjamkan seluruh dananya atau relatif tidak likuid. Sebaliknya
rasio yang rendah menunjukkan bank yang likuid dengan kelebihan

kapasitas dana yang siap untuk dipinjamkan.>?

256.
5

50 Muhammad. Manajemen Bank Syariah (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2015) hal. 55
51 Khaerul Umam, Manajemen Perbankan Syariah, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hal.

52 Rivai dan Arifin, Islamic Banking..., hal. 784-785.
53 Mandala Manurung dan Pratama Rahardja, Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter:

Kajian Konsektual Indonesia, (Yogyakarta, BPFE, 2004), hal. 48.
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c. Hubungan FDR dengan Pembiayaan Mudharabah

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan rasio untuk
mengukur seberapa besar Dana Pihak Ketiga (DPK) bank syariah
disalurkan untuk pembiayaan. Jadi, FDR mempunyai hubungan positif
terhadap jumlah dana pembiayaan mudharabah bank syariah. Artinya,
semakin besar Dana Pihak Ketiga yang disalurkan oleh bank syariah
dalam bentuk pembiayaan maka maka semakin meningkat juga jumlah
pembiayaan mudharabah, dengan asumsi bahwa peningkatan FDR
bank syariah juag diikuti dengan pengingkatan alokasi dana yang
dilakukan bank syariah untuk pembiayaan mudharabah.

Semakin tinggi rasio FDR maka bank tersebut semakin baik
dalam menjalankan fungsi intermadiasinya. Semakin tinggi FDR maka
pembiayaan yang disalurakn juga semakin meningkat. Demikian
sebaliknya, jika terjadi penurunan FDR maka pembiayaan yang
disalurkan juga mengalami penurunan. Sehingga FDR juga
berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah.

5. Pendapatan bagi hasil pembiayaan mudharabah
a. Pengertian Bagi Hasil

Mudharabah berdasarkan ahli figih merupakan suatu
perjanjian dimana seseorang memberikan hartanya kepada orang lain
berdasarkan prinsip dagang dimana keuntungan yang diperoleh akan

dibagi berdasarkan proporsi yang telah disetujui, seperti 2 dari



38

keuntungan atau ¥ dan sebagainya.>*

Pendapatan bagi hasil pembiayaan mudharabah merupakan
pendapatan atau hasil yang diperoleh dari akad mudharabah sebelum
dikurangi biaya-biaya. Pembiayaan mudharabah adalah akad
kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik
dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola
dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di
antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian ditanggung
pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola.
Pendapatan bagi hasil pembiayaan mudharabah dapat dilihat dari
refrensi marjin keuntungan : perkiraan keuntungan.

Pada mekanisme lembaga keuangan syariah atau bagi hasil,
pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk-produk penyertaan,
baik penyertaan menyeluruh maupun sebagian-sebagian, atau bentuk
bisnis korporasi (kerjasama). Pihak-pihak yang terlibat dalam
kepentingan bisnis yang disebut tadi, harus melakukan transparansi
dan kemitraan secara baik dan ideal. Sebab semua pengeluaran dan
pemasukan rutin untuk kepentingan pribadi yang menjalankan
proyek.>®

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan bahwa bagi hasil

merupakan suatu sistem yang terdiri dari penyedia dana dan pengelola

5 Muhammad Muslehuddin, Sistem Perbankan dalam Islam, (Jakarta: Asdi Mahasatya,

2004), h. 65.

55 Muhammad, Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah, (Yogyakarta: Ull Press,

2001), h. 23.
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dana dalam suatu usaha untuk menghasilkan pendapatan.
b. Penetapan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan
Bank syariah menerapkan nisbah bagi hasil terhadap
produkproduk pembiayaannya yang berbasis Natural Uncertainty
Contracts (NUC), yakni akad bisnis yang tidak memberikan kepastian
pendapatan return), baik dari segi jumlah (amount) maupun waktu
(timing), seperti mudharabah dan musyarakah.*®
Penetapan nisbah bagi hasil pembiayaan ditentukan dengan
mempertimbangkan sebagai berikut:®’
1) Referensi tingkat (marjin) keuntungan yaitu referensi tingkat
(marjin) keuntungan yang ditetapkan oleh rapat ALCO.
2) Perkiraan tingkat keuntungan bisnis/proyek yang dibiayai, yaitu
dihitung dengan mempertimbangkan sebagai berikut.
a) Perkiraan penjualan:
(1) Volume penjualan setiap transaksi atau volume penjualan
setiap bulan
(2) Sales Turn-Over atau frekuensi penjualan setiap bulan
(3) Fluktuasi harga penjualan
(4) Rentang harga penjualan yang dapat dinegosiasikan
(5) Marjin keuntungan setiap transaksi
b) Lama cash to cash cyle:

(1) Lama proses barang

%6 Adiwarman A.karim, Bank Islam analisis figih dan keuangan, (Depok: Raja Grafindo
Persada, 2017), h. 298.
57 Ibid
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(2) Lama persediaan
(3) Lama piutang

c) Perkiraan biaya-biaya langsung adalah biaya yang langsung
berkaitan dengan kegiatan penjualan  seperti  biaya
pengangkutan, biaya pengemasan, dan biaya-biaya lain yang
lazim dikategorikan dalam cost of goods sold (COGS).

d) Perkiraan biaya-biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak
langsung berkaitan dengan kegiatan penjualan, seperti biaya
sewa kantor, biaya gaji karyawan, dan biaya-biaya lain yang
lazim dikategorikan dalam overhead cost (OHC).

e) Deleyed factor adalah tambahan waktu yang ditambahkan pada
cash to cash cyle untuk mengantisipasi timbulnya
keterlambatan pembayaran dari nasabah kepada bank.

Terdapat tiga metode dalam menentukan nisbah bagi hasil
pembiayaan, yakni:®
1) Penentuan nisbah bagi hasil keuntungan
Dalam hal ini, nisbah bagi hasil pembiayaan untuk bank
ditentukan berdasarkan pada perkiraan keuntungan yang diperoleh
nasabah dibagi dengan referensi tingkat keuntungan yang telah
ditetapkan dalam rapat ALCO. Perkiraan tingkat keuntungan
bisnis/proyek yang dibiayai dihitung dengan mempertimbangkan:

a) Perkiraan penjualan

%8 |bid. h. 299-301
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b) Lama cash to cash cyle
c) Perkiraan biaya-biaya langsung
d) Perkiraan biaya-biaya tidak langsung
e) Deleyed factor
Penentuan nisbah bagi hasil pendapatan

Dalam hal ini, nisbah bagi hasil pembiayaan untuk bank
ditentukan berdasarkan pada perkiraan pendapatan yang diperoleh
nasabah dibagi dengan referensi tingkat keuntungan yang telah
ditetapkan dalam rapat ALCO. Perkiraan tingkat pendapatan
bisnis/proyek yang dibiayai dihitung dengan mempertimbangkan:
a) Perkiraan penjualan
b) Lama cash to cash cyle
c) Perkiraan biaya-biaya langsung
d) Deleyed factor
Penentuan nisbah bagi hasil penjualan

Dalam hal ini, nisbah bagi hasil pembiayaan untuk bank
ditentukan berdasarkan pada perkiraan penerimaan penjualan yang
diperoleh nasabah dibagi dengan pokok pembiayaan dan referensi
tingkat keuntungan yang telah ditetapkan dalam rapat ALCO.
Perkiraan penerimaan penjualan dihitung dengan
mempertimbangkan:
a) Perkiraan penjualan
b) Lama cash to cash cyle

c) Deleyed factor
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c. Jenis-jenis Pola Bagi Hasil

Ada beberapa macam sistem bagi hasil yang terdapat dalam

menentukan berapa bagian yang di peroleh oleh masing-masing pihak

yang terkait. Sistem bagi hasil yang pada dasarnya erat kaitannya

dengan berapa marjin yang akan di terapkan, yaitu dengan:

1)

2)

Profit sharing, yaitu perhitungan bagi hasil didasarkan kepada
hasil netto dari total pendapatan setelah dikurangi dengan
biayabiaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan
tersebut. Apabila suatu bank menggunakan sistem profit sharing,
kemungkinan yang akan terjadi adalah bagi hasil yang akan
diterima shahibul maal akan semakin kecil. Kondisi ini akan
mempengaruhi keinginan masyarakat untuk menginvestasikan
dananya pada Bank Syariah yang berdampak menurunnya jumlah
dana pihak ketiga secara keseluruhan.

Revenue sharing, yaitu perhitungan bagi hasil didasarkan pada
perhitungan total seluruh pendapatan yang diterima sebelum
dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk
memperoleh pendapatan tersebut. Bank yang menggunakan sistem
revenue sharing kemungkinan yang akan terjadi adalah tingkat
bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana akan lebih besar
dibandingkan tingkat suku bunga pasar yang berlaku, kondisi ini
akan mempengaruhi pemilik dana untuk berinvestasi di bank

syariah dan dana pihak ketiga akan meningkat.>®

59 Muhamad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN,

2016), h. 118.
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Di dalam perbankan syariah Indonesia sistem bagi hasil yang
diberlakukan adalah sistem bagi hasil dengan berlandaskan pada
sistem revenue sharing. Bank syariah dapat berperan sebagai pengelola
maupun sebagai pemilik dana, ketika bank berperan sebagai pengelola
maka biaya tersebut akan ditanggung oleh bank, begitu pula sebaliknya
jika bank berperan sebagai pemilik dana akan membebankan biaya
tersebut pada pihak nasabah pengelola dana.

6. Bank Syariah
a. Pengertian Bank Syariah

Bank Syariah yakni suatu badan penyedia jasa perbankan yang
kegiatannya dilakukan sesuai aturan syariah. Prinsip syariah yakni
peraturan persetujuan berdasarkan hukum Islam (UU No. 21 Tahun
2008 Tentang Perbankan Syariah).

Bank syariah adalah bank yang menjual produk-produknya
sesuai dengan hukum Islam dan menerima imbal jasanya dalam bentuk
bagi hasil berdasarkan akad antara bank dan nasabah. Pihak bank
maupun nasabah harus menyediakan informasi secara jujur sebelum
dan sesudah akad dan tidak ada eksploitasi terhadap pihak lain serta
bertujuan mencari ridha Allah SWT. Perbankan syariah menjalankan
sistem perbankan dengan berdasarkan hukum Islam yang melarang
imbalan jasa berupa bunga karena dianggap sebagai riba serta
melarang investasi dalam usaha-usaha yang bersifat haram.®°

Di Indonesia, bank syariah yang pertama didirikan pada tahun

1992 adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI), walaupun

80 Haryono, Analisis Laporan... , hal. 81.
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perkembangannya agak lambat bila dibandingkan dengan
negaranegara Muslim lainnya, perbankan syariah di Indonesia akan
terus berkembang. Bila pada periode tahun 1992-1998 hanya ada satu
unit Bank Syariah, maka pada tahun 2005, jumlah bank syariah di
Indonesia telah bertambah menjadi 20 unit, yaitu 3 bank umum syariah
dan 17 unit usaha syariah. Sementara itu, jumlah Bank Perkreditan
Rakyat Syariah (BPRS) hingga akhir 2004 bertambah menjadi 88
buah.®!

Sejalan dengan berkembangnya keuangan syariah di Tanah Air,
berkembang pulalah jumlah yang berada dan mengawasi
masingmasing lembaga tersebut. Dewan Pengawas Syariah bertugas
mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai
dengan ketentuan-ketentuan syariah. Hal ini karena transaksi-transaksi
yang berlaku dalam bank syariah sangat khusus jika dibanding bank
konvensional. Karena itu, diperlukan garis panduan (guidelines) yang
mengaturnya. Garis panduan ini disusun dan ditentukan oleh Dewan
Syariah Nasional. 5

Karakteristik dari perbankan syariah tentu saja yakni:

1) Larangan riba dalam seluruh transaksi
2) Semua aktivitas dijalankan sesuai dengan aturan syariah.

3) Semua transaksi perlu bebas dari unsur penipuan.

61 Adiwarman A. Karim, Bank Islam: Analisis Figh dan Keuangan, (Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada, 2013), hal. 25.

62 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani
Press, 2001), hal. 31 -32.
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4) Setiap bank Islam perlu membayar zakat lalu mendistribusikannya
untuk kelompok masyarakat yang layak menerimanya.

5) Seluruh kegiatan harus berjalan sesuai prinsip Islam.®

. Dasar Hukum Bank Suariah

Legalisasi kegiatan perbankan syariah melalui peraturan
pemerintah UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, dimana
perbankan bagi hasil diakomodasi.** Undang-undang tersebut
kemudian direvisi dengan UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan,
sehingga landasan hukum bank syariah menjadi cukup jelas dan kuat,
baik dari segi landasan maupun operasionalnya.®® Tanggal 16 Juli
2008, disahkan UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
Pengesahan undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi
perbankan syariah nasional dan diharapkan mampu mendorong
perkembangan industri perbankan syariah menjadi lebih baik.%

Selain ketiga undang-undang yang menjadi dasar perbankan di
atas, juga terbit undang-undang tentang Bank Indonesia, yaitu UU No.
3 Tahun 2004 sebagai amandemen dari UU No. 23 Tahun 1999.
Landasan pendukung perundang-undangan, juga terdapat peraturan
lainnya seperti Peraturan Bank Indonesia (PBI), Peraturan Pemerintah
(PP), serta peraturan lainnya seperti Kompilasi Hukum Ekonomi

Syariah (KHES).®

2008),

8 Adiwarman A. Karim, Ekonomi Makro Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
him. 135-143

64 Sudarsono, Bank dan Lembaga... , hal. 31.

8 Dewi, Aspek-Aspek..., hal. 177.

% Arif, Lembaga Keuangan..., hal. 106.

57 Dahlan, Bank Syariah... , hal. 85-94.
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c. Fungsi Bank Syariah dalam Sistem Keuangan

Bank syariah sebagai lembaga keuangan memiliki beberapa
fungsi. Fungsi bank syariah yang pertama sebagai Agent of Trust, yaitu
sebagai lembaga kepercayaan (trust) bagi masyarakat dalam
penempatan dan pengelolaan dana berdasarkan prinsip syariah. Kedua,
sebagai Agent of Development, bank sebagai institusi yang
memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi rakyat dan negara
yang berprinsip syariah. Ketiga, sebagai Agent of Services memberikan
pelayanan jasa perbankan dalam bentuk aneka transaksi keuangan
kepada masyarakat guna mendukung Kkegiatan bisnis dan
perekonomian. Keempat, sebagai Agent of Social, bank syariah dan
Unit Usaha Syariah (UUS) dapat menjalankan fungsi sosial dalam
bentuk lembaga baitul mal, yang menerima dana yang berasal dari
zakat, infaq, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya serta
menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Kelima, sebagai
Agent of Business, bank syariah berfungsi sebagai mudharib
(pengelola dana), sebagai pemodal dan sebagai agen pada saat ia
mewakili kepentingan bisnis nasabah atau mempertemukan para

pebisnis.®

88 |katan Bankir Indonesia, Memahami Bisnis Bank Syariah, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka
Utama, 2014), hal. 50-51.
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B. Penelitian Terdahulu

1. Dewi, dengan tujuan penelitian menganalisis pengaruh Dana Pihak Ketiga
(DPK), Tingkat Bagi Hasil (TBH), dan Non Performance Financing
(NPF) sebagai variabel independen terhadap Peningkatan Pembiayaan
Mudharabah sebagai variabel dependen pada Bank Umum Syariah periode
2014-2018. Penelitian ini menganalisis laporan tahunan keuangan tahunan
bank umum syariah dengan teknik penarikan sampel purposive sampling
dan data dianalisis dengan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian
menunjukkan berdasarkan uji simultan (uji F) bahwa variabel DPK, TBH,
dan NPF secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel Pembiayaan
Mudharabah, dan berdasarkan uji partial (uji T) variabel DPK berpengaruh
secara positif dan signifikan terhadap Variabel Pembiayaan Mudharabah
namum, variabel TBH dan NPF secara signifikan tidak berpengaruh
terhadap Pembiayaan Mudharabah. Perbedaan dengan penelitian ini adalah
pada variabel independen Financing to Deposit Ratio (FDR).%°

2. Suma, dengan tujuan penelitian mengetahui pengaruh secara simultan dana
pihak ketiga dan Non Performing Financing terhadap pembiayaan
Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Penelitian ini
menganalisis laporan tahunan keuangan tahunan bank umum syariah
dengan teknik penarikan sampel purposive sampling dan data dianalisis
dengan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa Secara parsial dana pihak ketiga berpengaruh signifikan terhadap

Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah Di Indonesia selama

89 Syahrina Noormala Dewi. Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil dan Non
Performing Financing terhadap Pembiayaan Mudharabah pada BUS yang terdaftar di BEI
periode 2014-2018. (Aktual: Journal of Accounting and Financial VVol. 5 No. 1 Tahun 2020).
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tahun 2014-2016. Non Performing Financing (NPF) berpengaruh
signifikan terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah
Di Indonesia tahun 2014-2016. Secara simultan, dana pihak ketiga dan
Non Performing Financing (NPF) secara bersama-sama berpengaruh
signifikan terhadap variabel terikat Pembiayaan Mudharabah Bank Umum
Syariah Di Indonesia tahun 2014-2016. Nilai koefisien determinasi
Adjusted R2 sebesar 0.189045. Perbedaan dengan penelitian ini adalah
pada variabel independen Financing to Deposit Ratio (FDR). "

3. Zhafar, dengan tujuan penelitian mengetahui mengetahui pengaruh DPK,
NPF, dan Inflasisecara parsial terhadap pembiayaan Mudharabah pada
Bank Umum Syariah dan untuk Mengetahui pengaruh DPK, NPF, dan
Inflasisecara simultan terhadap pembiayaan Mudharabah pada Bank
Umum Syariah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini
adalah explanatory research dengan metode pendekatan secara kuantitatif.
Jenis data yang digunakan adalah data Panel. Hasil penelitian menyatakan
secara parsial Variabel DPK berpengaruh terhadap pembiayaan
Mudharabah pada Bank Umum Syariah 2014-2018. Variabel NPF tidak
berpengaruh terhadap pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah
2014-2018. Variabel Inflasi berpengaruh terhadap pembiayaan
Mudharabah pada Bank Umum Syariah 2014-2018. Sedangkan
Berdasarkan hasil uji simultan atau uji bersamaan dinyatakan bahwa DPK,
NPF, dan Inflasi berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan

Mudharabah pada Bank Umum Syariah 2011-2018 yang artinya secara

70 Maryam Suleman Suma. Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil dan Non
Performing Financing terhadap Pembiayaan Mudharabah pada BUS di Indonesia. (Skripsi:
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo, 2018).



49

bersamaan pergerakan DPK, NPF, dan Inflasi dapat mempengaruhi
pergerakan pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah 2014-
2018. Perbedaan dengan penelitian ini adalah pada variabel independen
Financing to Deposit Ratio (FDR)."*

4. Anwar, dengan tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak
Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Return On Assets
(ROA) terhadap pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah
tahun 2008-2012 baik secara bersama-sama maupun secara parsial.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kausal. Metode sampling yang
digunakan adalah purposive sampling, yakni sampel yang digunakan dari
populasi berdasarkan kriteria tertentu. Data yang digunakan pada
penelitian ini adalah data sekunder. Variabel bebas pada penelitian ini
adalah Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan
Return On Assets (ROA). Sedangkan variabel terikat pada penelitian ini
adalah pembiayaan Mudharabah. Metode statistik yang digunakan adalah
regresi linear berganda dengan melakukan uji asumsi klasik terlebih
dahulu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Dana Pihak Ketiga
(DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Return On Assets secara
bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan Mudharabah
bank umum syariah. Secara parsial variabel Dana Pihak Ketiga (DPK)
berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan Mudharabah.

Sedangkan variabel Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Return on assets

L Muhammad Zhafar. Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing
dan Inflasi terhadap Pembiayaan Mudharabah Perbankan Syariah Indonesia. (Skripsi: Program
Studi Perbankan Syariah, FEBI UIN Raden Intan Lampung, 2020).



50

(ROA) Dberpengaruh positif tidah signifikan terhadap pembiayaan
mudharabah bank umum syariah di Indonesia.. Perbedaan dengan
penelitian ini adalah pada variabel independen Financing to Deposit Ratio
(FDR).™

5. Susanti, dengan tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak
Ketiga dan Non Performing Financing Terhadap Pembiayaan
Mudharabah dengan Financing to Deposit Ratio sebagai Variabel
Intervening pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Jenis penelitian ini
adalah penelitian kuantitatif dengan populasi bank umum syariah yang
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sedangkan sampel penelitian
ini adalah ditentukam dengan metode purposive sampling dengan kriteria
yang telah ditentukan peneliti sehingga diperoleh 40 sampel dari 8 bank
umum syariah pada periode pengamatan (2016-2020). Jenis data yang
digunakan adalah data panel. Metode analisis yang digunakan adalah uiji
statistik deskriptif, uji stasioneritas, uji regresi, uji T, uji F, R?, uji asumsi
klasik, uji path analysis, dan uji sobel test dengan menggunakan alat
analisis software Eviews 9. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara
parsial variabel DPK dan NPF terhadap pembiayaan mudharabah. Secara
simultan variabel DPK dan NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan
mudharabah. Berdasarkan uji sobel test variabel FDR tidak mampu

memediasi antara pengaruh DPK dan NPF terhadap pembiayaan

2 Chairil Anwar. Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio, dan Return on
Asset terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah Tahun 2018-2012. (Riset dan
Jurnal Akuntansi, Vo. 1 Nomor 1, Februari 2017).
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mudharabah. Perbedaan dengan penelitian ini adalah pada variabel
independen Financing to Deposit Ratio (FDR).”

6. Yuniarif, dengan tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh DPK, NPF
dan FDR terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di
Indonesia Periode 2015-2017. Mengetahui besar pengaruh DPK, NPF dan
FDR terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah pada Bank
umum Syariah di Indonesia tahun 2015-2017. Jenis penelitian kuantitatif.
Data yang digunakan adalah data sekunder diambil dari OJK. Penelitian
ini menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS) Hasil penelitian
menunjukkan variable DPK dan FDR secara parsial berpengaruh positif
dan NPF berpengaruh negative terhadap pembiayaan Murabahah pada
Bank Umum Syariah di Indonesia. Dari hasil estimasi diperoleh R-square
sebesar 0,97847 yang berarti 97,84% variasi perubahan pada Pembiayaan
Murabahah dijelaskan oleh variasi perubahan pada DPK,NPF dan FDR.
Sementara sisanya 2,16% diterangkan oleh variabel lain yang tidak masuk
ke dalam model persamaan. Besarnya pengaruh dari variabel DPK bersifat
inelestis sedangkan NPF dan FDR bersifat elastis. Perbedaan dengan
penelitian ini adalah pada variabel dependen murabahah.’

7. Al-Adawiyah, dengan tujuan penelitian untuk untuk menganalisis
pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF),

Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), dan Financing to Deposit Ratio

3 Susi susanti. Pengaruh Dana Pihak Ketiga, dan Non Performing Financing terhadap
Pembiayaan Mudharabah dengan Financing to Deposit Ratio sebagai Variabel Intervening pada
Bank Umum Syariah di Indonesia. (Skripsi Prodi S1 Perbankan FEBI IAIN Salatiga, 2020).

4 Rosearistavia Yuniarif. Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing dan
Financing to Deposit Ratio terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di
Indonesia. (Predising Ilmu Ekonomi Volume 5 No. 1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Islam Bandung, 2019).
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(FDR) terhadap pembiayaan mudharabah pada perbankan syariah di
Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data bulanan
periode 2012-2015 yang dipublikasikan Bank Indonesia. Penelitian ini
menggunakan program komputer SPSS versi 20.00 dengan Microsoft
Excel 2010. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga
(DPK), Non Performing Financing (NPF), Sertifikat Bank Indonesia
Syariah (SBIS) dan Financing to Deposit Ratio (FDR) secara simultan
atau bersama-sama mempunyai pengrauh yang signifikan terhadap
pembiayaan mudharabah pada perbankan syaraih di Indonesia dengan
nilai sig. 0.000 < 0.05.

Secara parsial hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Pihak
Ketiga (DPK) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap
pembiayaan mudharabah. Non Performing Financing (NPF) memiliki
pnegaruh dan tidak signifikan terhadap pembiayaan imudharabha.
Sertifikat Bank Indonesia syariah (SBIS) tidak memiliki pengaruh
terhadap pembiayaan mudharabah. Financing to Deposit Ratio (FDR)
memiliki pengaruh dan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah pada
perbankan syariah di Indonesia. Perbedaan dengan penelitian ini adalah
pada variabel independen sertifikat bank Indonesia syariah.”™

8. Sulistya, dengan tujuan penelitian untuk untuk mengetahui pengaruh Dana
Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF) dan Financing To

Deposit Ratio (FDR) terhadap Pembiayaan Murabahah pada perbankan

5 Robiyah Al Adawiyah. Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing (NPF),
Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), dan Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap
pembiayaan mudharabah pada perbankan syariah di Indonesia. (Skripsi Jurusan Perbankan
Syariah FEB UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016).
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syariah di Indonesia. Data yang digunakan adalah data time series periode
2011-2015, yang bersumber dari masing-masing website perbankan
syariah. Penelitian mengenai Pembiayaan Murabahah ini menggunakan
pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian meliputi seluruh perbankan
syariah yang terdaftar di Bank Indonesia periode 2011 -2015. Sampel
ditentukan dengan teknik purposive sampling. Metode analisis data yang
digunakan regresi linier berganda.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) rasio Dana Pihak
Ketiga (DPK) berpengaruh positif terhadap Pembiayaan Murabahah. Hal
ini ditunjukkan dengan koefisien regresi sebesar 0,432 dan nilai
signifikansi yang dihasilkan lebih kecil dari yang disyaratkan yaitu 0,023 <
0,05. (2) Non Performing Financing (NPF) berpengaruh positif terhadap
Pembiayaan Murabahah. Hal ini ditunjukkan dengan koefisien regresi
sebesar 0,732 dan nilai signifikansi yang dihasilkan lebih kecil dari tingkat
signifikansi yang disyaratkan yaitu 0,000 < 0,05. (3) Financing To Deposit
Ratio (FDR) tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah. Hal ini
ditunjukkan dengan koefisien regresi sebesar 0,465 dan nilai signifikansi
yang dihasilkan lebih besar dari tingkat signifikansi yang disyaratkan yaitu
0,555 > 0,05. (4) Nilai adjusted R square sebesar 0,89. Hal ini berarti
bahwa variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen

sebesar 51,4%, dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti



54

dalam penelitian ini.. Perbedaan dengan penelitian ini adalah pada variabel
dependen murabahah.’®

9. Wahyuningsih, dengan tujuan penelitian untuk mendeskripsikan serta
menjelaskan seberapa besar pengaruh dari pendapatan pembiayaan
mudharabah terhadap profitabilitas pada PT. Bank Muamalat Indonesia
Tbk. Selama periode 2011 sampai dengan 2015. Data yang digunakan
adalah laporan-laporan keuangan triwulan yang dipublikasi selama periode
2011 sampai dengan 2015. Teknik analisis data yang peneliti gunakan
adalah uji normalitas, uji hipotesis dengan menggunakan regresi linear
sederhana dan juga uji T. Hasil penelitian didapatkan bahwa dengan nilai
T hitung = 2,922 > 1,734 T tabel sedangkan besarnya signifikansi 0,009
lebih kecil dari 0,05, menunjukan bahwa dengan nilai T hitung = 2,922 >
1,734 T tabel sedangkan besarnya signifikansi 0,009 lebih kecil dari 0,05.
oleh R Square adalah 0,322. Artinya variabel profitabilitas dipengaruhi
olen variabel pendapatan pembiayaan mudharabah sebesar 32,3%,
sedangkan sisanya 67,8% dipengaruhi faktor lain diluar penelitian ini. Uji
simultan (uji F), berdasarkan pada tabel output (anova) nilai p-value pada
kolom sig sebesar 0,009. Ini menunjukan bahwa p-valuetersebut lebih
kecil dari levelof significant yang telah ditentukan sebesar 0,05 berarti
pendapatan pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas

secara simultan. 7’

6 Anggara Dwi Sulistya. Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing (NPF),
dan Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap Pembiayaan Murabahah pada Perbankan
Syariah di Indonesia. (Skripsi Prodi manajemen FE UNY, 2017).

" Indah Wahyuningsih, Pengaruh Pendapatan Pembiayaan Mudharabah terhadap
Profitabilitas (ROA) pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Periode 2011 -2015 (Jurnal
Economic and Bussiness of Islam, Vol. 2 No. 2 Desember 2017)
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10. Lubis dan Hutagalung, dengan tujuan penelitian untuk mengetahui
Pengaruh pendapatan bagi hasil pembiayaan mudharabah dan musyarakah
terhadap Return On Equity (ROE) Pada Bank Sumut Syariah. Teknik
analisis yang digunakan meliputi analisis uji asumsi klasik, analisis regresi
linier berganda, uji hipotesis yaitu uji t, uji F dan koefisien determinasi
(R2) dengan menggunakan alat bantu analisis SPSS 21. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa secara parsial Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan
Mudharabah berpengaruh tidak signifikan terhadap Return On Equity
(ROE) dengan nilai t hitung 1,972 dan nilai signifikansi 0,057 . Secara
parsial juga Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah berpengaruh
positif terhadap Return On Equity (ROE) dengan nilai t hitung 7,431 dan
nilai signifikansi 0,000. Serta secara simultan Pendapatan Bagi Hasil
Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah berpengaruh positif terhadap
Return On Equity (ROE) pada PT. Bank Sumut Syariah dengan nilai F
hitung sebesar 46,682 dan nilai signifikansi 0,000. Berdasarkan hasil
perhitungan uji determinasi besarnya koefisien determinasi sebesar 73,9%
sedangakn 26,1% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diikutsertakan
dalam penelitian tersebut.”

11. Khoerullah dan Syafei, dengan tujuan penelitian untuk mengetahui
pengaruh pendapatan bagi hasil mudharabah dan pendapatan margin
murabahah terhadap laba usaha pada BMT Muda Surabaya. Hasil
penelitian secara parsial antara pendapatan bagi hasil mudharabah (X1)

terhadap laba usaha (), diperoleh thitung sebesar 4,904 dan ttabel sebesar

8 Mika Nurhidayah Lubis dan Muhammad Abrar Kasmin Hutagalung, Pengaruh
pendapatan bagi hasil pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap Return On Equity (ROE)
Pada Bank Sumut Syariah (Jurnal Al Qasd. Vol. 2 No. 2 Agustus 2020).
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2,10092. Hasil ini menunjukkan bahwa thitung > travel (4,904 > 2,10092).
Dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara
pendapatan bagi hasil mudharabah terhadap laba usaha. Hasil penelitian
secara parsial antara pendapatan margin murabahah (X2) terhadap laba
usaha (Y), diperoleh thitung sebesar 5,150 dan ttabel sebesar 2,10092.
Hasil ini menunjukkan bahwa thitung > traver (5,150 > 2,10092). Dapat
disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara
pendapatan margin murabahah terhadap laba usaha. Sedangkan hasil
penelitian secara simultan antara pendapatan bagi hasil mudharabah (X1)
dan pendapatan margin murabahah (X2) terhadap laba usaha (Y),
diperoleh Fniung Sebesar 12,690 dan Frner Sebesar 3,59. Hasil ini
menunjukkan bahwa Fhitung > Fraver (12,690 > 3,59).7°

12. Daulay, dengan tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh Pendapatan
Bagi hasil pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah terhadap
Return On Equity (ROE) Pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk. Penelitian
ini menggunakan data dari Laporan Keuangan Laba Rugi dan neraca
secara Triwulan tahun 201 3-2017 pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Pendapatan Bagi Hasil
Pembiayaan Mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap
Return On Equity (ROE) dengan Nilai t hitung 2,362 dan nilai signifikansi
0,030, Secara parsial juga Pendapatan bagi hasil pembiayaan musyarakah
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Return On Equity (ROE)

dengan Nilai t hitung -3,745 dan nilai signifikansi 0,002. Serta Secara

% Abd. Kholik Khoerullah dan Rachmad Syafei, Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil
Mudharabah dan Pendapatan Margin Murabahah Terhadap Laba Usaha pada BMT Muda
Surabaya (Maro, Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis Vol. 3 No. 1, Mei 2019)
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simultan Pendapatan bagi hasil pembiayaan mudharabah dan pendapatan
bagi hasil pembiayaan musyarakah berpengaruh positif dan signifikan
terhadap Return On Equity (ROE) pada PT. Bank Syariah Mandiri, Thk
dengan nilai F hitung sebesar 7,015 dan nilai signifikansi 0,006.
Berdasarkan hasil perhitungan uji determinasi besarnya koefisien
determinasi sebesar 45,2% sedangkan sisanya 54,8% dijelaskan oleh

Variabel lain yang tidak diikutsertakan dalam penelitian ini.%

8 Putri Indah Sari Daulay, Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah dan
Pembiayaan Musyarakah terhadap Return on Equity (ROE) pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk.
(Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan,
2019)
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C. Kerangka Konseptual

Bagan 2.1

Kerangka Konseptual
: Dana Pihak Ketiga | Hi
E (DPK)(X1) !
L \ | _
i | Financing to Deposit i Pembiayaan
; Ratio (FDR) (X,) |iH2 | Mudharabah (Y)
1 \, 1
| ! A
| N ! Hs
1| Pendapatan bagi hasil |
: pembiayaan ;
! mudharabah (Xs) |
A ! H4

Catatan:

Pengaruh variabel X; terhadap Y didukung teori Yaya, Erlangga®, Kasmir® dan
penelitian terdahulu: Dewi®®, Suma®*

Pengaruh variabel X terhadap Y didukung teori, Kasmir®, dan penelitian
terdahulu: Zhafar®®, Anwar®’

Pengaruh variabel X3 terhadap Y didukung teori Setiawan®, Muslehuddin®, dan
penelitian terdahulu: Susanti®

Secara simultan variabel X1, X, dan Xs terhadap Y didukung teori Erlangga®'dan
Kasmir® dan penelitian terhahulu: Al-Adawiyah®® dan Sulistya *

8 Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahmi. Akuntansi Perbankan
Syariah Teori dan Praktik Kontenporer. (Jakarta: Selemba Empat. 2009)..
82 Kasmir. Dasar-dasar Perbankan .....
8 Syahrina Noormala Dewi. Pengaruh Dana ... ....
8 Maryam Suleman Suma. Pengaruh Dana Pihak Ketiga.....
8 Kasmir. Dasar-dasar Perbankan .....
8 Muhammad Zhafar. Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga... ....
87 Chairil Anwar. Pengaruh Dana Pihak Ketiga ......
8  Setiawan. Aspek Hukum Pembiayaan Mudharabah pada  Perbankan
Syariah. (Yogyakarta: Ull Press, 2012).
8 Muhammad Muslehuddin, Sistem Perbankan dalam Islam, (Jakarta: Asdi Mahasatya,
2004), h. 65.
% Susi susanti. Pengaruh Dana Pihak Ketiga .....
%1 Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahmi. Akuntansi Perbankan
Syariah Teori dan Praktik Kontenporer. (Jakarta: Selemba Empat. 2009)..
92 Kasmir. Dasar-dasar Perbankan Edisi Revisi 2014. Cetakan ke 12. (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2014)
% Robiyah Al Adawiyah. Pengaruh Dana Pihak Ketiga.....
% Anggara Dwi Sulistya. Pengaruh Dana Pihak Ketig......
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D. Hipotesis penelitian

1. Pengaruh DPK terhadap Pembiayaan Mudharabah

Ho :

H1:

Dana Pihak Ketiga (DPK) secara parsial tidak berpengaruh
signifikan terhadap pembiayaan mudharabah pada PT Bank
Syariah Indonesia Periode 2016-2020

Dana Pihak Ketiga (DPK) secara parsial berpengaruh signifikan
terhadap pembiayaan mudharabah pada PT Bank Syariah Indonesia

Periode 2016-2020

2. Pengaruh FDR terhadap Pembiayaan Mudharabah

Ho :

Hy :

Financing To Deposit Ratio (FDR) secara parsial tidak berpengaruh
signifikan terhadap pembiayaan mudharabah pada PT Bank
Syariah Indonesia Periode 2016-2020

Financing To Deposit Ratio (FDR) secara parsial berpengaruh
signifikan terhadap pembiayaan mudharabah pada PT Bank

Syariah Indonesia Periode 2016-2020

3. Pengaruh pendapatan bagi hasil pembiayaan mudharabah terhadap

Pembiayaan Mudharabah

Ho :

Hy :

Pendapatan bagi hasil pembiayaan mudharabah secara parsial tidak
berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah pada PT
Bank Syariah Indonesia Periode 2016-2020

Pendapatan bagi hasil pembiayaan mudharabah secara parsial
berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah pada PT

Bank Syariah Indonesia Periode 2016-2020
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4. Pengaruh DPK, FDR dan pendapatan bagi hasil pembiayaan mudharabah
terhadap Pembiayaan Mudharabah
Ho : Dana Pihak Ketiga (DPK), Financing To Deposit Ratio (FDR) dan
Pendapatan bagi hasil pembiayaan mudharabah secara simultan
tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah
pada PT Bank Syariah Indonesia Periode 2016-2020
H: : Dana Pihak Ketiga (DPK), Financing To Deposit Ratio (FDR) dan
Pendapatan bagi hasil pembiayaan mudharabah secara simultan
berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah pada PT

Bank Syariah Indonesia Periode 2016-2020
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